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BAB I

PKNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan yang sering terjadi semakin merajalela seakan menentang 

sistem yang ada. Aturan-aturan prilaku sudah tak terarah lagi, konsep baik dan buruk 

menjadi tidak pasti. Setiap hari masyarakat disuguhkan dengan berita-berita tentang 

peristiwa kekerasan. Khususnya para wanita dan anak-anak di bawah umur, tindak 

kekerasan selalu membuntuti dan menimpa mereka. Mereka cenderung menjadi

korban yang disebut dengan istilah Laten Victims.

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang

bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah

merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global, 

bahkan pelakunya, menurut Suparman Marzuki2 :

Bukan saja di dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah 
atau rendah melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah 
sampai tertinggi. Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak 

• dapat dihindari dan selalu ada. Kejahatan seksual yang korbannya mayoritas 
perempuan sekarang berkembang pada anak-anak. Situasi masyarakat yang 
penuh dengan permasalahan sosial telah membawa malapetaka ini. Sehingga 
tidak lagi pandang bulu, apakah korban masih di bawah umur yang seharusnya 
dilindungi. Pelaku bukan saja orang lain, tetapi kerabat dekatnya sendiri 
bahkan bapak kandungnya sendiri yang melakukan tindak pidana itu.

JE. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.

2 Suparman Marzuki, et Ali, Pelecehan Seksual. Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, 1995, hlm. 19.
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Meningkatnya tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah 

dapat dilihat dari berita-berita baik media massa maupun media elektronik. Seperti 

berita yang dimuat dalam media massa berikut ini :

1. Harian “Sumatera Ekspres” Edisi 23 Agustus 2004 halaman 16. Rubrik DOR, 

ABG diperkosa tetanga

2. Harian “Palembang Pos” Edisi 23 Oktober 2004 halaman 1, memberitakan sorang

umur saat ini

paman memperkosa keponakannya

3. Harian “Sumatera Ekspres” Edisi 19 Oktober 2004 halaman 28, Rubrik DOR, 

memberitakan karena pengaruh VCD porno pelajar SD perkosa bocah ingusan 

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa betapa banyaknya tindak pidana

perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya.

Bagi wanita korban perkosaan' ada saat ia mengalami sindroma tromatik

perkosaan yang sangat mempengaruhi kejiwaan si korban. Sindroma ini berupa 

trauma emosional yang mengakibatkan adanya pemaksaan serta pelanggaran atas diri 

yang amat berat. Perkosaan selalu merupakan kedaruratan psikologik yang berat, yang 

harus mendapatkan perhatian utama pada pelayanan yang pertama, karena pelayanan 

pertama itu akan sangat menentukan penyembuhan trauma perkosaan dikemudian hari. 

Jika korban seorang anak-anak, maka faktor psikologik ini akan lebih komplek dari 

pada korban seorang dewasa, karena rasa cemas anak-anak lebih berat dan mereka 

tidak mampu berkomunisasi.

Abdul Bari Saiftidin, Beberapa Aspek Medik dan Psikologik Perkosaan Bahan Seminar yang 
Disampaikan pada Loka Karya Aspek Medik Korban Tindak Kekerasan yang Diselenggarakan Oleh 
Bagian/KSMF Obstetri dan Ginekologi FK. UI/RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta taneeal 2-4 
Desember 1996, hlm. 2-4
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Prilaku manusia merupakan litik sentral baginya dalam manifestasi bersikap 

tindak. Manusia dalam perkembangan tingkah lakunya (perilakunya) dipengaruhi oleh 

pembawan yang terdapat dalam **mincf' atau “pikiran” dan body atau fisik , serta 

oleh lingkungan dimana ia hidup.

Ada juga yang disebut manusia yang abnormal. Abnormal disini dimaksudkan 

bahwa ada hal-hal yang menyimpang dari normal. Tetapi tidak semua ke-abnormalan 

manusia itu disebabkan oleh hal-hal yang patologis, tetapi disebabkan karena hal-hal 

psikologis. Psikogen misalnya disebabkan karena lingkungan, sedangkan samatogen 

disebabkan karena kecelakaan yang pernah dideritanya. Disamping itu kemungkinan 

organis, kerusakan syaraf, yang kesemuanya itu merupakan hal yang fatal bagi 

seseorang yang hidup dalam lingkungannya. Dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk

kelainan seseorang karena psikisnya yang mempengaruhi wataknya, dan ini

tergantung pula kepada temperamennya.

Kenyataan merupakan perbuatan tidak normal atau abnormal yang jika dilihat 

dari sudut pelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut, dapat terjadi 

karena beberapa kemungkinan.4

1) Oleh faktor-faktor psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang: 

a Yang menderita sakit j iwa

b Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan-kelainan kejiwaan 

karena kondisi IQ- nya dan sebagainya

Socdjono. D, SH, Ilmu Jiwa Kejahatan. Alaman Ilmu Ji 
Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 19

Dalam Studi Kejahatan. Karvaiwa

I
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namun terdorong menyetujui2) Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar.

perbuatan melanggar undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang 

melakukan perbuatan-perbuatan pelanggar hukum secara profesional.

3) Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok 

sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan 

oleh orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi 

sosial yang dihadapinya.

Kejahatan sebagai salah satu perilaku manusia dalam penampilannya 

berhubungan pula dengan struktur kepribadian individu yang bersangkutan, yakni 

sebagai salah satu penyaluran perilaku yang menyimpang, yang merupakan akibat dari 

gangguan-gangguan dalam struktur kepribadiannya.

Bertolak dari kenyataan ini, masalah kejahatan kesusilaan dewasa ini 

selayaknya merupakan bagian penting dari masalah bangsa-bangsa di dunia, walaupun

sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak,

tapi kejahatan tersebut masih sering terjadi. Persoalan seksualitas ini akan terus

bermunculan sepanjang sejarah umat manusia.

Menghadapi situasi ini perlu suatu pemahaman bagi pemecahan strategis 

dengan melampaui perspektif hukum positif, guna mengendalikan kecenderungan 

penyimpangan prilaku hasrat seksual manusia dan mengarahkan tindakan 

perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukum.5

Upaya-upaya yang semaksimal mungkin sangat diperlukan untuk dapat 

menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah

manusia

umur guna

5 Suparman Marzuki, et al. Op Cit. hlm. 5.



mewujudkan perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan 

menghambat pertumbuhan anak tersebut dengan wajar seperti yang dinyalakan di 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kejahatan ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan korban 

dan masyarakat umum sehingga merupakan suatu fenomena hukum dan masih 

menjadi polemik (misal perkosaan dalam keluarga, korban perkosaan tidak dapat 

menuntut).6 Sehingga perlindungan anak di Indonesia dinyatakan masih belum 

sempurna. Kasus tindak pidana perkosaan atau “seksual offenses” walaupun sudah 

sejak lama ada, namun hingga sekarang masih menimbulkan pro dan kontra atas 

konsepsi dan pengertiannya serta cara penanggulangannya. Tindak perkosaan baik 

secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat 

merugikan korban.

atau

Perkosaan merupakan fenomena yang sulit untuk diberantas hingga saat ini. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah tindak pidana perkosaan yang ditangani 

POLDA SUMSEL periode 3 Tahun Terakhir (2000-2003 s/d Juni), 346 kasus dengan 

jumlah pelaku sebanyak 385.

Di Indonesia bentuk tindak perkosaan dapat disebabkan karena sikap ramah 

kepada setiap orang sekalipun belum dikenal baik, dan sudah mendarah daging pada 

semua etnis di Indonesia, sekalipun memiliki peran dan arti yang positif, dapat 

dipandang sebagai wujud sikap “partisipatif’ si korban. Sikap sedemikian telah 

salah dipersepsikan oleh pelaku perkosaan sehingga melahirkan tindak perkosaan. 

Selain itu cara pandang sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang

secara

6 ]bid, hlm. 45.
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tinggi (bahkan sering berlebihan) “simbol kebapak-an” 

“paternalisme”, maka cara pandang ini dapat dianggap sebagai suatu karakteristik 

tindak perkosaan di Indonesia. Dengan perkataan lain, cara pandang di atas apalagi 

dilakukan dengan sangat berlebihan (overacting) akan menghasilkan suatu kondisi 

dimana pelaku perkosaan (semula) merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban.

Sikap ramah sebagai diuraikan di atas memberikan kemungkinan terjadinya 

“sadistic rape” atau “date rape”. Sedangkan dengan sikap “kebapak-an” atau sikap 

“paternalistic” akan memberikan kemungkinan terjadinya “power rape”.

Faktor kekuasaan dan kebesaran seorang bapak yang menyebabkan munculnya 

tindak perkosaan terhadap anak gadisnya yang masih di bawah umur, peranan bapak 

sebagai pelindung dan simbol kehormatan sudah mulai kehilangan arti, di negara barat 

kasus ini sering terjadi dan disebut sebagai istilah Child (sex) AbuseJ

Selain itu masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di Asia 

yang masih mengenal dan mengakui kekuatan magis yang ada di sekelilingnya. 

Sebagian besar masyarakat kita (selain agama yang dianutnya) dari strata sosial 

terendah sampai tertinggi masih dikuasai oleh kepercayaan, inipun memiliki dampak 

atas perkembangan (motivasi) perkosaan di Indonesia dan mungkin belum terjangkau

ataumenjunjung

oleh peneliti barat. Di Indonesia ada tindak perkosaan yang dilakukan terutama dan 

khusus terhadap anak gadis di bawah untuk memperoleh kekuatan magis danumur

7 Suparman Marzuki, Op cit. hlm. 49.
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menyempurnakan ilmu gaib yang sedang dipelajarinya. Tindak perkosaan ini disebut 

“rape related magic

Tindak perkosaan terhadap anak dibawah 

tidak dengan kekerasan atau ancaman, tetapi akibat dari tindakan tersebut otomatis 

merupakan suatu tindakan kekerasan bagi si anak apalagi perkosaan itu dilakukan oleh 

bapaknya sendiri yang membuat si anak segan. Perangkat hukum pidana telah 

memberikan perlindungan yang cukup memadai kepada anak dari ancaman kekerasan 

dalam keluarga oleh karena ketergantungan anak terhadap orang tuanya begitu besar 

menjadikan masalah ini sulit diungkapkan keluar.

Sudah menjadi kenyataan kehidupan bahwa memang anak-anak berada dalam 

dominasi kejahatan, berada dalam posisi yang lemah, sudah waktunya kita pikirkan 

penanggulangan yang benar-benar efektif, karena pada hakekatnya anggota 

masyarakat tersebut mengalami musibah.9

••X

pada umumnya dilakukanumur

Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Convention on ihe Right of 

The Child (Konvensi Hak Asasi Anak) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 

Nopember 1989. Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Jenewa 1924 

dan Deklarasi Hak Anak Manusia pada tahun 1945. Di dalam konvensi tersebut 

terdapat hak-hak anak antara lain hak anak untuk memperoleh perlindungan dari 

segala bentuk penyiksaan dan kesempatan bantuan ibunya. Tetapi dalam kenyataan

Ramli Atmasasmita, Kapita Selekta hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maiu Bandune 
1995, hlm. 110. " J’

9 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinva. Sinar firafika 
Jakarta, 1996, hlm. 48
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pelaksanaan I lak Asasi Manusia, khususnya Anak di Indonesia masih ici bentur pada 

berbagai permasalahan anak.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan 

saling mempengaruhi. Oleh sebab itu. apabila ingin mengetahui perlindungan anak 

yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena 

yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan 

perlindungan anak.

Dalam mengembangkan kegiatan perlindungan anak harus wapada dan sadar 

tentang akibat-akibat yang tidak diinginkan, karena dapat menimbulkan korban, 

kerugian, akibat pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, tidak 

bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, harus diusahakan adanya 

sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah,

mana

agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak 

menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai 

penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan anak, adalah suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal tersebut merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus 

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bemegaia dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum 

membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan 

perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan

yang

demi



kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa 

dampak negatif yang tidak diinginkan.

B. Permasalahan

Walaupun tindak kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur ini telah 

diupayakan penanggulangannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang 

memberikan sanksi hukuman, tetapi sanksi tersebut tidak meredam tindak kejahatan. 

Bahkan kejahatan tersebut semakin sadis dan brutal.

Bertolak dari latar belakang dan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan

untuk mencari jawaban terhadap permasaiahan :

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap

anak dibawah umur di kotamadya Palembang ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana

perkosaan terhadap anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap 

anak di bawah umur yang terjadi di kotamadya Palembang.

2. Untuk mengetahui kondisi-kondisi yang menjadi faktor penghambat dalam 

penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah

D. Manfaat Penelitian

umur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/keuntungan antara

lain :
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1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan 

penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi 

hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi 

aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di

lapangan guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan

penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur di

Kotamadya Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data penelitian ini adalah meliputi data kepustakaan dan data lapangan 

(studi lapangan)

studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder 

' yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku- 

buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. 

- Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. 

Studi lapangan ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan.
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h. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung melalui wawancara secara terstruktur terhadap para 

informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kotamadya Palembang, dengan asumsi tingkat 

kejahatan perkosaan khususnya terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kota 

Palembang akhir-akhir ini meningkat.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka populasinya adalah aparat

penegak hukum yaitu Polisi di wilayah Polisi Daerah Sumatera Selatan, Jaksa

pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.

Dari populasi ini dapat ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan

metode strcitified purposive sampling yaitu populasi diklasifikasikan atau

digolongkan sesuai lapisan/strata tertentu.

Adapun responden yang akan dijadikan sample adalah : 2 (dua) orang Polisi dari 

Kepolisian Sektor Ilir Timur I Palembang, 2 (dua) orang Jaksa dari Kejaksaan 

Negeri Palembang, 2 (dua) orang Hakim dari Pengadilan Negeri Palembang 

dengan asumsi mereka dapat dianggap mewakili dan pernah menangani masalah 

tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah 

5. Analisa Data

umur.
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Analisa dala menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji

aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif

analitis, vaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum (secara induktif).
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